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Abstrak 

Perlindungan Hukum terhadap nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah 
penyimpan atas simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri. Dalam menjalankan usahanya, 
sektor Perbankan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit  
dan risiko fluktasi pasar serta risiko lainnya.Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum 
Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Menggunakan pendekatan Liblary Research yaitu penelitian 
yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah , 
media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di skripsi ini dan Field 
Research  yaitu peneliti langsung melakukan wawancara ke PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang. 
Adapun yang di peroleh dari penelitian selanjutnya diawali secara Kualitatif. Hasil penelitian yang 
diperoleh adalah Tentang Perlindungan hukum bagi penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank 
SUMUT adalah Secara berkala Bank SUMUT melakukan review secara menyeluruh terhadap sistem 
manajemen risiko perusahaan yang mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016. Serta Bank SUMUT mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan 
identifikasi data calon nasabah dan Adanya Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, 
Pedoman Standar ini menguraikan kebijakan umum, prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, 
pemantauan dan pelaporan serta pelatihan karyawan. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Deposito, Bank. 

 
Abstract  

Legal protection to customers is a very important matter to the depositors’ for their deposits and the bank’s 
own interests. In the sector’s bank cann not be separated from various kinds of risks thay may arise , such 
as credit risks and market fluctuation risk and other risks. The research methods is a normative law with 
analytical descriptive. The research methods are Library Research, namely research conducted based on 
reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material 
discussed in this thesis.. Field Research is to conduct research directly on the field. In this case, the 
researchers interviewed PT. SUMUT Bank of branch office Kampung Lalang directly. As is obtained from 
further research begins qualitatively. The result of the research is about Legal Protection For Money 
Depositors In The Form Of Bank Deposits is Bank SUMUT periodically conducts a comprehensive review of 
the management system the company’s risk refers to the applicable regulations, namely, the law authority 
regulations finance number 18/POJK.03/2016. And Bank SUMUT has a regarding acceptance and 
identification of prospective customer data and the existence of this standart guide outlines general public 
policy, , admission procedure, and identification of problems , monitoring, and reporting, employee training. 
Keywords: Legal Protection , Deposits, Bank. 
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PENDAHULUAN 

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank pada khususnya, merupakan topik 

yang menarik karena pada kenyataannya, konsumen atau nasabah bank seringkali 

menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen 

merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai kuasa lebih kuat 

sehingga nasabah berada pada posisi menerima atau tidak saja. Dengan adanya hubungan 

yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah 

menjadi sangat penting. (Firdaus, A. 2019). 
Dalam menjalankan usahanya, sektor Perbankan tidak terlepas dari berbagai macam 

risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit  dan risiko fluktasi pasar serta risiko 

lainnya. Terlepas dari itu risiko operasional juga melahirkan ramburambu yang perlu 

diperhatikan dalam manajemen sektor perbankan itu sendiri, karena sektor perbankan 

tergantung kepada kepercayaan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri oleh 

sebab itu, pemeliharaan tingkat kesehatan bank adalah sesuatu yang wajib dilakukan 

dalam rangka menjaga kredibilitas dimata masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi 

logis daripada bank yang merupakan lembaga kepercayaan, dimana kepercayaan 

masyarakat tidak lain merupakan kata kunci utama yang menentukan berkembangnya 

suatu bank. (Munawir, z. 2020) 
Pada kehidupan jaman modern saat ini kita sangat bergantung dengan adanya 

keberadaan bank, bank yaitu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit ataupun bentuk yang lainnya. Sebagaimana diatur dalam undang-

undang Perbankan yaitu Undangundang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perbankan yang 

telah diubah ke dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 2 adalah 

sebagai Penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Arifin, R., & Choirinnisa, S. 2019). 
Bank mempunyai tawaran penyimpanan antara tabungan dengan deposito. 

Simpanan deposito hanya dapat ditarik dananya sesuai dengan jatuh tempo yang 

disepakati, sedangkan tabungan dapat diambil dalam waktu kapan saja. Deposito berguna 

untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, 

bisa untuk menyimpan dan juga investas, karena biasanya produk ini menawarkan 

financial Return.  (Djhoni. S. Ghazali dan Rachmadi Usman. 2012) 

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian 

deposito adalah sebagai berikut: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan 

bank Deposito memiliki kelebihan atau keuntungan yang membuat masyarakat tertarik 

dengan menyimpan dananya atau uang nya kepada bank yang mereka percayai, deposito 

memiliki keuntungan yaitu, sarana investasi yang menguntungkan, suku bunga yang lebih 

tinggi, lebih mudah mengakses bunga deposito, dan risiko kerugian yang cukup kecil.  

Namun, dibalik keuntungan yang ada juga terdapat kekurangan atau kelemahan yang 

terdapat pada deposito di bank, yaitu Juga terdapat beberapa masalah yang pernah terjadi 

dalam dunia perbankan terhadap nasabah yang akan menarik dana nya pada saat sudah 
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jatuh tempo, namun mereka tidak bisa menarik dananya, dan banyak kesulitan atau 

masalah yang terjadi saat penarikan dana nasabah. (Nugroho, N. 2016) 
Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk  tindakan atau perbuatan  

hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan    

kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.    Perlindungan 

hukum timbul karena adanya suatu  hubungan hukum. Hubungan  hukum  adalah interaksi 

antara subjek hukum  yang  memiliki relevansi hukum atau mempunyai  akibat hukum 

(timbulnya hak dan kewajiban) (Soeroso. 2006) 

 Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga 

kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas 

tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan 

atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di 

antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh 

karena itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi 

tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa 

hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem 

pembayaran (Shelagh Heffernan, 2010). 

Antara bank dan nasabah deposan dalam kegiatannya yang bertimbal balik terdapat 

sebuah hubungan hukum yaitu yang berbasis pada hubungan kontraktual yang dilandasi 

oleh prinsip kehatia-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah 

tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya 

apabila ditagih oleh para penyimpannya. Terdapat juga hubungan lain yaitu hubungan 

non-kontraktual diantara keduanya yang terdiri dari hubungan kepercayaan dan 

kerahasiaan yang diemban para pihak. ( Lukman Santoso. 2011) 

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  

1. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian, Pasal 29 

ayat (4) UU 10 Tahun 1998 menyatakan:   

’‘Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang 

dilakukan melalui bank“.  

2. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian, 

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU 10 Tahun 1998 menyatakan:  ‘‘Rahasia bank adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya.“ Kemudian, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10 Tahun 1998 menyatakan:  

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan 

simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, 

Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.   

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.  

Deposan dalam menyimpan uangnya di bank selain untuk memperoleh bunga juga 

mengharapkan adanya jaminan keamanan akan dana yang ia simpan pada bank tersebut. 

Keinginan untuk memperoleh rasa aman tersebut demikian pentingnya bagi para 
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deposan, mengingat dalam menitipkan atay menyimpn uang nya tersebut deposan tidak 

pernah menerima jaminan yang bersifat materil dari bank. Masyarakat menyimpan 

uangnya kepada bank semata-mata atas dasar kepercayaan, yaitu percaya bahwa bank 

akan mengembalikan seluruh uang yang disimpannya pada waktunya. (Marlina., 2008) 
Namun sudah tentu dibalik sikap menaruh kepercayaan tersebut, masyarakat juga 

menginginkan adanya perlindungan dari pemerintah dalam hal ini bank sentral (Bank 

Indonesia) atas kepercayaan yang telah diberikannya kepada bank. (Zuhirsyan, M. 2020). 

Sejalan dengan hal tersebut, maka kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan 

pembinaan bank-bank timbul karena adanya keinginan untuk melindungi kepercayaan 

dan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya jaminan untuk melindungi masyarakat yang 

menyimpan dananya ke bank ( deposan) tidaklah dapat dipisahkan dari upaya terus 

menerus secara menyeluruh untuk mengadakan pengawasaan pembinaan bank-bank 

yang ada. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.  

Bank yang sehat adalah bank yang dalam kegiatan operasional nya bekerja atas dasar 

praktik-praktik perbankan yang sehat, yang keadaan uangnya sehat, mengindahkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dan senantiasa mengembangkan dirinya ke arah bank 

yang bekerja secara efisien serta menumbuhkan profesionalisme. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya 

pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Bambang, 

1996). 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskiptif analisis dari 

data Koperasi Unit Desa dan hasil wawancara. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan 

terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang 

telah ada. 

Sumber data diperoleh langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 

wawancara, KUHPerdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Peraturan Perundang-

undangan, Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku ilmu hukum, dan jurnal hukum. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara 

deduktif (Lexy, 2010) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Tentang Penyimpanan Uang Dalam Bentuk Deposito Di Bank  

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  10  Tahun  1998 

tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  pada  Pasal  1 

disebutkan   deposito   adalah   simpanan   yang penarikannya    hanya    dapat    dilakukan    pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan  dengan  bank.  Artinya  jika  nasabah 

deposan   menyimpan   uangnya   untuk   jangka waktu  6  (enam)   bulan,  maka  uang  tersebut 

baru   dapat   dicairkan   setelah   jangka   waktu tersebut  berakhir  dan  sering  disebut  tanggal 

jatuh tempo.  
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Dana yang berasal dari masyarakat pada prinsipnya merupakan dana yang harus dikelola 

atau diolah oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan. Dalam ketentuan 

pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 

1992 Tentang Perbankan.  

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang 

bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh 

temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 

bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin 

lama jangka waktu deposito semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya dalam kondisi 

longgar (ekonomi normal) tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang 

berjangka waktu lama. Deposito dijamin pemerintah bila bunga deposito tidak melebihi dari 

150% dari tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Maksudnya apabila bunga SBI sebesar 

12% berarti suku bunga deposito maksimum yang dijamin pemerintah adalah 18%pa.  

Deposito masyarakat dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek bila sejak tanggal 

pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang 

apabila deposito yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan. 

Hubungan Hukum antara Bank dengan Deposan Menurut Ketentuan Perbankan 

Fungsi utama  bank adalah sebagai dana penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

Berdasarkan fungsi tersebut maka terdapat 2 jenis hubungan hukum antara bank dan 

nasabahnya yaitu  : (Tri Widoyono, 2006). 

a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank menempatkan 

dirinya sebagai penyimpan dana milik masyarakat (para penyimpan dana)  

b. Hubungan bank dengan nasabah debitur artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi 

para deposannya. Bentuknya dapat berupa kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit 

usaha kecil.  

 Sistem kerja antara bank dan nasabah terjalin karena adanya hukum dan hubungan 

kepercayaan terjalin sejak pertama kali nasabah mengikatkan dirinya pada bank dan 

mengadakan perjanjian penyimpanan dana, sedangkan hubungan kepercayaan diperlukan oleh 

pihak bank dalam upaya penghimpun dana dari masyarakat, sebab tanpa kepercayaan yang 

terjalin antara nasabah terhadap bank maka bank akan kesulitan untuk melaksanakan fungsinya. 

Hubungan hukum atau hubungan kontrak antara bank dan nasabah tidak berarti bebas 

melakukan perjanjian apa saja menurut kepentingan kedua belah pihak, kebebasan perjanjian 

yang di maksud tersebut harus dibatasi oleh ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:   

a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri  

b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan  

c. Suatu hal tertentu  

d. Suatu sebab yang halal  

 Hubungan antara bank dan nasabah pada hakikatnya terikat dalam suatu perjanjian 

dimana masing – masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian 

tersebut. Dengan adanya perjanjian, maka terjadilah hubungan antara bank dan nasabah, dimana 

dalam hubungan tersebut haruslah dijaga dari masing – masing pihak khususnya pihak bank 

dengan memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut : (Tri Widoyono, 2006) 

1. Asas kepercayaan (Fiduciary Relation)  
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Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1992 

tentang perbankan pada pasal 1 angka 5 menyatakan “simpanan adalah dana yang dipercayakan 

oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, 

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”  

Dengan adanya ketentuan dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan 

Indonesia juga menerapkan asas kepercayaan.  

Hal yang harus ditekankan dalam asas kepercayaan ini adalah bahwa nasabah mempunyai 

kepercayaan penuh terhadap pihak bank dalam rangka penyimpanan dananya di bank yang 

bersangkutan, serta nasabah akan mendapatkan dananya saat diambil atau jatuh temponya. Bisa 

dikatakan juga bahwa nasabah dengan bank terdapat hubungan kreditur dan debitur dalam 

perjanjian pinjam meminjam yang didasarkan pada asas kepercayaan (Fiduciary Relation)46  

2. Asas kerahasiaan (Confidentional Relation)  

Definisi rahasia bank diatur dalam pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 1998 “rahasia 

bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah 

penyimpanan dan simpananya”. 

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam pasal 40 sampai 44 Undang Undang 

perbankan, yang memuat hal sebagai berikut:  

Pasal 40 mengatur tentang bank wajib merahasiakan nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari isi 

pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut:  

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah Penyimpanan dan simpananya, kecuali 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44. 

3. Asas kehati-hatian ( Prudential Relation )  

Penjelasan umum Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan : “prinsip kehati-

hatian harus dipegang tegugh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu 

disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana yang termasuk didalamnya 

peningkatan peranan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) bagi perusahaan 

berskala besar dan atau beresiko tinggi.  

Dari pasal – pasal dan penjelasan umum yang telah dikemukakan diatas jelas 

memperlihatkan bahwa perbankan Indonesia juga dilandasi atas asas kehati-hatian. 

Perinsip kehati hatian (prudential principle) adalah suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa bank dalam menjalakan usaha dan kegiatanya wajib bersikap hati hati untuk 

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya . Perinsip kehati hatian oleh 

sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungin kepentingan nasabah, 

sehingga pendirian lembaga jaminan simpanan dirasakan belum waktunya, namun dalam 

kenyataan dalam praktek perbankan penerapan  prinsip kehati hatian yang merupakan andalan 

bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah sekaligus sebagai sarana perlindungan kepada 

masyarakat penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang 

diharapkan.   

Dalam melaksanakan perinsip kehati-hatian undang undang mewajibkan bank selaku 

pengelolah dana masyarakat  yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan 

banknya yang meliputin aspek permodalan, kwalitas  asset, kwalitas manjeman, rentabilitas, 

solvabilitas serta aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha bank. 
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Menurut sistem Perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap penyimpanan dana dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan secara Implisit dan Perlindungan secara Explisit. 

(Adrian Sutedi. 2007) 

Perlindungan Hukum PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang terhadap Deposan 

Adanya Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dapat dijadikan 

sebagai acuan utama oleh tiap tiap Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah.  

Pedoman Pelaksanaan dimaksud harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan 

dalam Pedoman Standart sesuai dengan kebutuhan masing masing Bank yang tercermin dari 

kompleksitas kegiatan usahanya, sehingga pedoman pelaksanaan tersebut akan lebih rinci dan 

komprehensif.  

Pedoman Standart ini menguraikan kebijakan umum, prosedur penerimaan dan 

identifikasi nasabah, pemantauan dan pelaporan serta pelatihan karyawan. 

Bank wajib mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi nasabah yang 

mencakup hal hal sebagai berikut; (banksumut.co.id) 

a. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain:  

a. dentitas calon nasabah Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh 

calon nasabah dengan Bank, informasi lain yang memungkinkan Bank agar dapat 

mengetahui profil calon nasabah 

b. Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.  

c. Permintaan bukti bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon 

nasabah.  

d. Penelitian atas kebenaran bukti bukti identitas dan dokumen pendukung dari calon 

nasabah  

e. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang kurangnya pada saat pembukaan 

rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronis.  

f. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk 

memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti bukti identitas dan dokumen 

pendukung calon nasabah.  

g. Menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan 

calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 

5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Prinsiples) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.  

b. Diketahui memakai identitas palsu dan atau memberikan informasi yang tidak 

benar atau.  

c. Berbentuk shell bank atau dengan bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan 

oleh shell banks.  

Dalam hal tentang Pemantauan Rekening dan Transaksi nasabah Bank wajib memiliki 

kebijakan sebagai berikut:  

a. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk perantara dan 

atau kuasa pihak lain dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening. 

Penatausahaan dokumen nasabah yang tidak memiliki rekening di bank sekurang 

kurangnya 5 tahun sejak transaksi dilakukan.  
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b. Pengkinian (up-dating) data dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam hal diatas.  

c. Pengembangan sistem informasi yang secara efektif dapat membantu Petugas Bank dalam 

melakukan identifikasi, analisa, pemantauan penyediaan laporan mengenal transaksi yang 

dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi ini memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap 

transaksi baik untuk keperluan intern Bank dan atau Bank Indonesia maupun dalam 

kaitannya dengan peradilan.  

d. Pemeliharaan profil nasabah sekurang kurangnya mencakup informasi mengenai:  

a. Identitas nasabah.  

b. Pekerjaan atau bidang usaha.  

c. Jumlah penghasilan.  

d. Rekening yang dimiliki.  

e. Aktivitas transaksi normal.  

f. Tujuan pembukaan rekening.  

g. Kebijakan untuk mempertimbangkan penolakan transaksi dan atau pemutusan 

hubungan usaha dalam hal nasabah  

a. Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 6  

b. Menggunakan rekening bank tidak sesuai dnegan tujuan pembukaan rekening. Sebagai 

contoh penggunaan rekening sebagai sarana bagi perbuatan perbuatan melanggar hukum,   

c. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK bersifat rahasia dan tidak 

diberitahu kepada nasabah yang bersangkutan. 

Penerapan manajemen risiko pada Bank SUMUT mengacu pada peraturan yang berlaku 

yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 

Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum yaitu mencakup 4 (empat ) pilar, yaitu : (ojk.go.id) 

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;  

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;  

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, 

4. pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko. 

Secara berkala Bank SUMUT melakukan review secara menyeluruh terhadap sistem 

manajemen risiko perusahaan. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko 

sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko 

serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, sesuai 

dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis Bank dengan berlandaskan kepada struktur 

organisasi, strategi, dan sistem informasi manajemen.Sistem pengendalian intern yang 

menyeluruh.  

Perlindungan secara tidak langsung  

Perlindungan tidak langsung oleh perbankan terhadap nasabah penyimpanan dana adalah 

suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap segala risiko kerugian yang 

timbul dari kebijakan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank .  

Perlindungan Langsung  

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah 

penyimpanan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana 
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secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh bank. 

Kebijakan dan prosedur menejemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal 

nasabah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen 

risiko Bank secara keseluruan. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada di Bank 

SUMUT wajib memasukkan unsur unsur kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan 

Prinsip Mengenal Nasabah. 

Berkaitan dengan penerapan prinsip prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal 

dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu 

upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 

Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan Know Your Customer Principles (KYCP) 

adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan 

transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi 

kewajiban bank untuk menerapkannya. 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang 

penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini 

berarti bank telah menerapkan prudential banking, dengan demikian bank akan terhindar dari 

berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri. 

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik 

pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai 

pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut 

perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh 

karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai: 

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan 

sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku; 

2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara 

individual maupun perbankan secara keseluruhan.(Rachmadi Usman. 2001) 

Pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principles) 

Merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai 

konsekuensinya tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat berbagai tanggapan baik yang 

bersifat pro maupun yang kontra. Ada kekhawatiran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini 

akan berdampak kepada nasabah dan volume bisnis pada industri jasa keuangan yang 

bersangkutan. 

Kalau dilihat dari undang-undang yang ada, khususnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 

terbatas pada nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan, 

yakni sisi pasiva bank. Sesuai dengan penjelesan Pasal 40, yang wajib dirahasiakan oleh bank. 

Perinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa bank dalam menjalakan usaha dan kegiatanya wajib bersikap hati hati 

(prudent) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya . Perinsip kehati 

hatian oleh sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungin kepentingan 

nasabah, sehingga pendirian lembaga jaminan simpanan dirasakan belum waktunya, namun 

dalam kenyataan dalam praktek perbankan penerapan prinsip kehati hatian yang merupakan 

andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah sekaligus sebagai sarana perlindungan 
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kepada masyarakat penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran 

yang diharapkan. 

Dalam melaksanakan perinsip kehati-hatian undang undang mewajibkan bank selaku 

pengelolah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan 

banknya yang meliputin aspek permodalan, kwalitas asset, kwalitas manjeman, rentabilitas, 

solvabilitas serta aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha bank. 

Lembaga penjamin simpanan   

Pembentukan lembaga penjamin simpanan di Indonesia merupakan pengalaman baru. 

Lembaga ini dibentuk berdasarkan pada amanat pasal 37B Undang Undang nomor 10 Tahun 

1998 tentan Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berbunyi 

:  

1. Setiap bank wajib menjamin dana maasyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan 

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) dibentuk lembaga penjamin simpanan   

2. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan 

hukum Indonesia  

3. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur 

dalam peraturan pemerintah.  

 Dalam pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka 

meningkatkan kepercayaan kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan 

masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan skim dana bersama, 

skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui Bank Indonesia. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  10 Tahun  

1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  

pada  Pasal  1 disebutkan   deposito   adalah   simpanan   yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan  dengan  bank.  

Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 

dan 24 bulan. Fungsi utama Bank adalah sebagai dana penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Berdasarkan fungsi itu tersebut maka  pentingnya Hubungan Hukum antara 

bank dan nasabah pada hakikatnya terikat dalam suatu perjanjian dimana masing – 

masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. 

Dengan adanya perjanjian, maka terjadilah hubungan antara bank dan nasabah, dimana 

dalam hubungan tersebut haruslah dijaga dari masing – masing pihak khususnya pihak 

bank dengan memperhatikan prinsip – prinsip. Bank SUMUT juga Secara berkala 

melakukan review secara menyeluruh terhadap sistem manajemen risiko perusahaan 

yang mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 18/POJK.03/2016. Serta Bank SUMUT mempunyai kebijakan tentang penerimaan 

dan identifikasi data calon nasabah. 
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